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Abstract
An Operational Cooperation Agreement (KSO) binds the parties to fulfill their rights and obligations as stipulated therein. In mining operations, land disputes can hinder activities and lead to a breach of contract, as evidenced by North Jakarta District Court Decision Number 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr concerning the Nickel Ore Production KSO between PT Fortino Artha Sejahtera and PT Aneka Nusantara Internasional. This study aims to analyze the validity of the KSO under the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), the judge's legal reasoning, and the legal consequences of a breach of contract arising from land disputes. A normative legal research method was employed, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials included the Civil Code, court decisions, and relevant regulations, while secondary materials were drawn from books, journals, and relevant literature. A qualitative analysis was conducted using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the KSO met the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code and is binding pursuant to Article 1338 of the Civil Code. Land disputes emerged as the primary factor hindering mining operations, resulting in a failure to fulfill contractual obligations. While the judge's reasoning addressed the terms of the agreement and the breach of contract, further analysis could be applied regarding the principle of good faith, risk allocation, and legal protection for the parties. Consequences of a breach of contract may include demands for performance, compensation for damages, or contract termination, in accordance with Articles 1238, 1243, 1266, and 1267 of the Civil Code. Establishing the legal status of the land prior to cooperation is crucial for preventing disputes and ensuring legal certainty for the parties involved.
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Abstrak
Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai perjanjian. Dalam praktik pertambangan, sengketa lahan dapat menghambat operasional dan menimbulkan wanprestasi, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr terkait Perjanjian KSO Produksi Bijih Nikel antara PT Fortino Artha Sejahtera dan PT Aneka Nusantara Internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan KSO berdasarkan KUHPerdata, pertimbangan hukum hakim, serta akibat hukum wanprestasi akibat sengketa lahan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, putusan pengadilan, dan peraturan terkait, sedangkan bahan sekunder berasal dari buku, jurnal, dan literatur relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSO telah memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Sengketa lahan menjadi faktor utama terhambatnya operasi pertambangan sehingga prestasi tidak terpenuhi. Pertimbangan hakim telah mengacu pada ketentuan perjanjian dan wanprestasi, namun masih dapat diperdalam terkait asas itikad baik, pembagian risiko, dan perlindungan hukum para pihak. Akibat wanprestasi dapat berupa tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1238, 1243, 1266, dan 1267 KUHPerdata. Kepastian status hukum lahan sebelum kerja sama penting untuk mencegah sengketa dan menjamin kepastian hukum para pihak.
Kata Kunci: Wanprestasi, Sengketa Lahan, Perjanjian Kerja Sama Operasi, Pertambangan, Putusan Pengadilan.
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PENDAHULUAN     
Perjanjian merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak dalam berbagai kegiatan keperdataan, termasuk sektor pertambangan. Melalui asas pacta sunt servanda, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sehingga wajib dilaksanakan dengan itikad baik (Subekti, 2005). Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian tidak selalu berjalan sebagaimana yang telah disepakati karena adanya berbagai hambatan yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya atau melakukan wanprestasi (Satrio, 1995).
Dalam kegiatan pertambangan, hubungan kerja sama umumnya diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO). Pelaksanaan KSO tidak hanya bergantung pada kesepakatan kontraktual para pihak, tetapi juga dipengaruhi oleh kepastian hukum mengenai status lahan, perizinan, dan keberlangsungan operasional pertambangan. Sengketa lahan menjadi salah satu faktor yang sering menghambat pelaksanaan kontrak sehingga berpotensi menimbulkan wanprestasi dan kerugian bagi para pihak (Salim HS, 2021).
Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji wanprestasi dalam hukum perjanjian dengan menitikberatkan pada pemenuhan prestasi, akibat hukum wanprestasi, maupun penyelesaian sengketa kontrak (Abdul Latif et al., 2025; Nuraida et al., 2024). Penelitian lain juga menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam perjanjian merupakan faktor penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan kontraktual (Marzuki, 2021). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas wanprestasi secara umum dan belum secara khusus mengaitkannya dengan sengketa lahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi di bidang pertambangan berdasarkan analisis putusan pengadilan.
Keterbatasan penelitian sebelumnya menunjukkan masih perlunya kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara sengketa lahan, pelaksanaan kewajiban kontraktual, serta pertimbangan hukum hakim dalam menentukan adanya wanprestasi pada kerja sama operasi pertambangan. Kajian tersebut penting mengingat karakteristik sektor pertambangan memiliki risiko hukum yang berbeda dengan perjanjian keperdataan pada umumnya, terutama terkait legalitas lahan, perizinan, dan pembagian tanggung jawab para pihak.
Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr dengan menelaah keterkaitan antara sengketa lahan sebagai penyebab wanprestasi, keabsahan Perjanjian Kerja Sama Operasi, pertimbangan hukum hakim, serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perjanjian, khususnya mengenai penyelesaian sengketa kontrak pada sektor pertambangan serta menjadi referensi bagi praktisi maupun akademisi dalam memahami penerapan hukum perdata terhadap wanprestasi akibat sengketa lahan.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Perjanjian Kerja Sama Operasi berdasarkan ketentuan KUHPerdata, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, serta menganalisis akibat hukum wanprestasi yang timbul akibat adanya sengketa lahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi pertambangan

METODE 
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, asas hukum, dan aturan hukum yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian (Marzuki, 2021).
Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis wanprestasi akibat adanya sengketa lahan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) pertambangan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. 
Pendekatan Penelitian
Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian, wanprestasi, serta hukum pertambangan. Peraturan yang menjadi dasar analisis antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1266, Pasal 1267, Pasal 1320, dan Pasal 1338, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
Pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap teori, doktrin, dan asas hukum mengenai hukum perjanjian, wanprestasi, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, serta kepastian hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum (Marzuki, 2021).
Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr sebagai objek utama penelitian. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam menentukan adanya wanprestasi akibat sengketa lahan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi pertambangan. 
Sumber Bahan Hukum
Bahan Hukum Primer terdiri dari (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; (3)Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr sebagai objek penelitian. 
Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perjanjian, wanprestasi, hukum pertambangan, dan penyelesaian sengketa kontrak (Soekanto & Mamudji, 2019).
Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang mendukung analisis penelitian. 
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, peneliti melakukan telaah secara mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr sebagai bahan utama dalam analisis hukum (Zainuddin Ali, 2021). 
Teknik Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis berdasarkan asas hukum, teori hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus mengenai wanprestasi akibat sengketa lahan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi pertambangan (Marzuki, 2021). 

HASIL DAN DISKUSI
[bookmark: _Toc235306855]Kronologi Perkara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr 
Perkara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr merupakan sengketa perdata yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Produksi Bijih Nikel antara PT Fortino Artha Sejahtera sebagai Penggugat dengan PT Aneka Nusantara Internasional sebagai Tergugat. Hubungan hukum para pihak lahir berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi Produksi Bijih Nikel Nomor 06 tanggal 22 Agustus 2019 yang kemudian diperbarui melalui Addendum Nomor 31 tanggal 15 September 2021. Perjanjian tersebut dibuat sebagai dasar kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi pertambangan bijih nikel pada wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik Tergugat.
[bookmark: _Toc235306856]Identitas Para Pihak 
Penggugat dalam perkara ini adalah PT Fortino Artha Sejahtera, suatu badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan dan menjadi mitra kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan operasi produksi bijih nikel. Sementara itu, Tergugat adalah PT Aneka Nusantara Internasional, perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) sekaligus pihak yang memberikan hak kepada Penggugat untuk melaksanakan kegiatan operasional pertambangan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi. 
[bookmark: _Toc235306857]Latar Belakang Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) 
Kerja sama tersebut dibuat dengan tujuan mengoptimalkan kegiatan produksi bijih nikel melalui pembagian tugas, tanggung jawab, dan keuntungan sesuai kesepakatan para pihak. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat berkedudukan sebagai pemegang IUP Operasi Produksi, sedangkan Penggugat bertanggung jawab melaksanakan kegiatan operasional pertambangan sesuai ruang lingkup yang telah disepakati. Perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
[bookmark: _Toc235306858]Hak dan Kewajiban Para Pihak
Berdasarkan isi Perjanjian Kerja Sama Operasi, Tergugat berkewajiban menjamin tersedianya lokasi pertambangan yang bebas dari sengketa, menyelesaikan pembebasan lahan yang diperlukan, memenuhi aspek perizinan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, serta memberikan jaminan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sebaliknya, Penggugat berkewajiban melaksanakan kegiatan produksi, menyediakan peralatan, tenaga kerja, serta memenuhi kewajiban operasional sesuai dengan isi perjanjian. Di sisi lain, kedua belah pihak memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kerja sama sesuai pembagian yang telah disepakati.
[bookmark: _Toc235306859]Awal Terjadinya Sengketa Lahan
Dalam pelaksanaan kerja sama, muncul berbagai hambatan berupa klaim kepemilikan lahan oleh pihak ketiga, pemalangan akses menuju lokasi pertambangan, serta belum selesainya proses pembebasan lahan. Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan produksi tidak dapat berjalan sebagaimana direncanakan. Menurut Penggugat, hambatan tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat karena berdasarkan isi perjanjian Tergugat berkewajiban menjamin bahwa lokasi pertambangan bebas dari sengketa serta siap digunakan untuk kegiatan operasi produksi.
[bookmark: _Toc235306860]Bentuk Wanprestasi yang Didalilkan
Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban kontraktual sebagaimana diperjanjikan. Bentuk wanprestasi tersebut antara lain tidak mampu menyediakan lahan yang bebas dari sengketa, tidak menyelesaikan pembebasan lahan sesuai waktu yang disepakati, tidak memberikan jaminan kelancaran kegiatan operasional, serta tidak memenuhi kewajiban lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi. Akibatnya, kegiatan produksi mengalami hambatan sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
[bookmark: _Toc235306861]Gugatan Penggugat
Karena berbagai upaya penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, serta membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama Operasi.
[bookmark: _Toc235306862]Jawaban Tergugat
Dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Tergugat berpendapat bahwa pelaksanaan kegiatan pertambangan dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kendali perusahaan, termasuk adanya klaim dari pihak ketiga terhadap sebagian lahan pertambangan. Oleh karena itu, Tergugat berpendapat bahwa tidak seluruh hambatan operasional dapat dibebankan sebagai bentuk wanprestasi.
[bookmark: _Toc235306863]
Replik dan Duplik
Setelah menerima jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan seluruh dalil gugatan serta menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat. Selanjutnya, Tergugat mengajukan duplik yang tetap mempertahankan jawabannya dan meminta agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.
[bookmark: _Toc235306864]Alat Bukti yang Diajukan
Dalam persidangan, kedua belah pihak mengajukan berbagai alat bukti berupa bukti surat, Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi beserta addendumnya, dokumen perizinan pertambangan, surat-menyurat antara para pihak, serta menghadirkan saksi-saksi yang dianggap mengetahui pelaksanaan kerja sama. Seluruh alat bukti tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai apakah benar telah terjadi wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
[bookmark: _Toc235306865]Amar Putusan Pengadilan
Setelah memeriksa seluruh alat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi, serta mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. Amar putusan tersebut menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya wanprestasi, tanggung jawab hukum para pihak, serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi.
[bookmark: _Toc235306866]Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Akibat Sengketa Lahan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan
[bookmark: _Toc235306867]Keabsahan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO)
[bookmark: _Toc235306868]Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) merupakan hubungan hukum berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menjalankan kegiatan usaha dan memperoleh keuntungan bersama. Dalam Perkara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, hubungan Penggugat dan Tergugat didasarkan pada Perjanjian KSO Produksi Bijih Nikel yang dibuat dalam akta notaris dan diperkuat dengan addendum, sehingga sejak ditandatangani menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat.
Keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, sedangkan dua lainnya merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.
Berdasarkan Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, perjanjian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi keempat syarat tersebut. Kesepakatan dibuktikan melalui penandatanganan perjanjian dan addendum tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Para pihak juga merupakan badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. Objek perjanjian jelas berupa kegiatan operasi produksi bijih nikel pada wilayah izin usaha pertambangan Tergugat, sedangkan tujuannya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum.
Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketentuan ini mencerminkan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, yang mengharuskan para pihak mematuhi dan melaksanakan seluruh hak serta kewajiban yang disepakati. Dalam perkara ini, Tergugat berkewajiban menyediakan wilayah pertambangan dan menjamin kelancaran kerja sama, sedangkan Penggugat wajib melaksanakan kegiatan operasional sesuai kesepakatan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan wanprestasi.
Selain itu, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, yaitu secara jujur, terbuka, dan menghormati kepentingan masing-masing pihak. Sengketa lahan dalam perkara ini menghambat pelaksanaan KSO karena Penggugat menilai Tergugat tidak menyediakan lahan yang bebas sengketa. Jika kewajiban tersebut telah diperjanjikan, kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.
Menurut analisis penulis, KSO tersebut sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Sengketa lahan tidak serta-merta menghapus kewajiban kontraktual, tetapi perlu dinilai apakah merupakan risiko yang telah diperjanjikan, force majeure, atau kelalaian salah satu pihak. Dengan demikian, penentuan wanprestasi harus didasarkan pada isi perjanjian, alat bukti persidangan, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr.
Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr
Dasar Pertimbangan Hakim
Dalam memutus suatu perkara perdata, hakim berkewajiban mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan hukum tersebut merupakan dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Produksi Bijih Nikel beserta addendum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Fakta Hukum
Fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim diperoleh dari pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, alat bukti surat, keterangan saksi, serta pengakuan para pihak selama persidangan. Dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan hukum yang sah melalui Perjanjian Kerja Sama Operasi. Dalam pelaksanaannya muncul sengketa mengenai lahan yang menjadi lokasi kegiatan pertambangan sehingga menghambat pelaksanaan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.
Majelis Hakim selanjutnya menilai apakah hambatan tersebut merupakan bentuk wanprestasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak atau merupakan keadaan yang berada di luar kemampuan para pihak. Penilaian tersebut menjadi pokok pertimbangan dalam menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum.
Alat Bukti
Berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 164 HIR, alat bukti dalam perkara perdata meliputi bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat secara objektif dan menyeluruh. Penilaian terhadap alat bukti bertujuan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak.
Keterangan Saksi
Selain bukti tertulis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak. Keterangan saksi digunakan untuk memperjelas kronologi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi, kondisi objek pertambangan, proses pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak, serta penyebab terjadinya sengketa lahan. Keterangan tersebut kemudian dibandingkan dengan bukti surat sehingga diperoleh kesesuaian antara fakta yang disampaikan di persidangan dengan dokumen yang diajukan.
Bukti Surat
Bukti surat merupakan alat bukti utama dalam perkara wanprestasi karena menjadi dasar lahirnya hubungan hukum para pihak. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan perhatian khusus terhadap Akta Perjanjian Kerja Sama Operasi Produksi Bijih Nikel beserta addendumnya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dokumen perizinan, surat-menyurat antara para pihak, berita acara, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama. Melalui bukti-bukti tersebut, hakim menilai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.
Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mendasarkan putusan pada ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, Pasal 1338 mengenai kekuatan mengikat perjanjian, Pasal 1238 mengenai kelalaian (wanprestasi), serta Pasal 1243 mengenai ganti rugi akibat wanprestasi. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam menilai apakah salah satu pihak telah melanggar kewajiban kontraktual yang telah disepakati.
Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Peraturan Perundang-undangan
Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim telah mengacu pada prinsip-prinsip hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Hakim terlebih dahulu memastikan bahwa Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebelum menilai adanya wanprestasi. Selanjutnya, hakim menerapkan Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.
Dalam menentukan adanya wanprestasi, hakim juga mempertimbangkan apakah kewajiban yang diperjanjikan benar-benar tidak dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pendekatan tersebut telah sesuai dengan konsep wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.
Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Pertimbangan hakim juga telah mencerminkan pelaksanaan asas peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta memberikan alasan hukum yang jelas dalam setiap putusannya. Dengan mempertimbangkan alat bukti secara menyeluruh dan memberikan argumentasi hukum dalam putusan, hakim telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Ditinjau dari Doktrin Para Ahli
Pendapat Subekti menyatakan bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Sementara itu, Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian wanprestasi harus didasarkan pada isi perjanjian dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Doktrin tersebut sejalan dengan pertimbangan hakim yang berfokus pada isi Perjanjian Kerja Sama Operasi sebagai dasar untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran kontrak.
Selain itu, J. Satrio menjelaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap isi perjanjian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi. Pendapat tersebut memperkuat pertimbangan hakim dalam menentukan akibat hukum apabila terbukti terjadi wanprestasi.
Ditinjau dari Yurisprudensi
Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung secara konsisten menegaskan bahwa gugatan wanprestasi harus dibuktikan dengan adanya hubungan hukum, kewajiban yang tidak dipenuhi, serta kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara ini pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang berkembang dalam yurisprudensi mengena  sengketa wanprestasi.
Analisis Penulis
Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, Majelis Hakim telah menerapkan hukum perjanjian dengan menilai hubungan hukum para pihak berdasarkan Perjanjian KSO, memeriksa alat bukti, dan menghubungkan fakta hukum dengan ketentuan KUHPerdata tentang wanprestasi.
Namun, pertimbangan hakim masih dapat diperdalam, terutama mengenai hubungan kausal antara sengketa lahan dan kegagalan prestasi. Hakim perlu menjelaskan apakah sengketa tersebut merupakan force majeure atau risiko yang menjadi tanggung jawab salah satu pihak berdasarkan perjanjian. Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata juga perlu dikaji lebih mendalam, khususnya kewajiban para pihak untuk bertindak jujur, terbuka, dan menjaga kepentingan masing-masing. Jika salah satu pihak mengetahui potensi sengketa lahan tetapi tidak mengungkapkannya, tindakan tersebut dapat bertentangan dengan asas itikad baik.
Menurut penulis, putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum melalui penerapan ketentuan wanprestasi, tetapi akan lebih komprehensif jika mempertimbangkan asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, itikad baik, dan pembagian risiko dalam KSO. Dengan demikian, putusan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.
Akibat Hukum Wanprestasi Akibat Sengketa Lahan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi Pertambangan
Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam hubungan hukum yang lahir dari Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO), setiap pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, maka berdasarkan hukum perdata pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, sengketa lahan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja sama operasi menjadi faktor utama yang memicu perselisihan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.
Kerugian yang Dialami Penggugat
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penggugat mendalilkan bahwa sengketa lahan menyebabkan kegiatan operasi pertambangan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hambatan tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa terhentinya kegiatan produksi, tidak tercapainya target usaha yang telah direncanakan, meningkatnya biaya operasional yang telah dikeluarkan, serta hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan yang semestinya diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi.
Menurut penulis, kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat langsung dari tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual yang menjadi tanggung jawab pihak yang berkewajiban menjamin tersedianya objek kerja sama. Dalam hukum perdata, kerugian tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian materiil sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah selama proses persidangan. Selain kerugian materiil, Penggugat juga mendalilkan adanya kerugian akibat terganggunya kegiatan usaha serta hubungan bisnis yang telah dibangun. Namun demikian, pembuktian terhadap kerugian tersebut tetap harus didasarkan pada bukti yang cukup agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
Kerugian yang Dialami Tergugat
Di sisi lain, Tergugat juga dapat mengalami kerugian akibat timbulnya sengketa tersebut. Apabila kegiatan pertambangan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian, maka Tergugat juga kehilangan potensi pendapatan yang diperoleh dari kerja sama operasi. Selain itu, sengketa yang berlangsung di pengadilan dapat memengaruhi reputasi perusahaan, menghambat kelangsungan investasi, serta mengurangi kepercayaan mitra usaha terhadap perusahaan.
Menurut analisis penulis, meskipun kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian, penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada isi perjanjian, pembagian hak dan kewajiban, serta pembuktian mengenai pihak yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, kerugian yang dialami Tergugat tidak secara otomatis menghapus tanggung jawabnya apabila terbukti telah melanggar kewajiban yang diperjanjikan.
Ganti Rugi Akibat Wanprestasi
Ganti rugi akibat wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan dapat dituntut apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai atau melewati waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
Dalam perkara ini, Penggugat menuntut ganti rugi karena Tergugat dianggap tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian KSO. Menurut penulis, tuntutan tersebut dapat dikabulkan apabila Penggugat membuktikan hubungan kausal antara wanprestasi Tergugat dan kerugian yang dialaminya.
Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai setelah mendapat peringatan atau somasi, kecuali perjanjian menentukan kelalaian terjadi otomatis setelah lewat waktu tertentu. Dengan demikian, somasi atau peringatan menjadi unsur penting dalam pembuktian wanprestasi.
Pembatalan Perjanjian
Apabila salah satu pihak terbukti wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata. Hakim berwenang menilai apakah wanprestasi cukup serius untuk membatalkan perjanjian.
Dalam perkara ini, pembatalan KSO dilakukan jika pelanggaran telah menghilangkan tujuan utama perjanjian dan menghambat kelangsungan kerja sama. Jika perjanjian masih dapat dilaksanakan, pembatalan sebaiknya menjadi upaya terakhir (ultimum remedium).
Menurut penulis, pembatalan harus mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, termasuk dampaknya terhadap para pihak dan keberlanjutan kegiatan usaha.
Pemenuhan Prestasi
Selain pembatalan, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, yang memberikan pilihan berupa pemenuhan perjanjian, pembatalan, ganti rugi, atau kombinasi tuntutan sesuai keadaan perkara.
Dalam perkara ini, jika sengketa lahan masih dapat diselesaikan dan objek kerja sama tetap dapat dimanfaatkan, pemenuhan prestasi menjadi alternatif yang lebih bermanfaat daripada pembatalan. Dengan demikian, tujuan kerja sama dapat tercapai tanpa mengakhiri hubungan kontraktual.
Perlindungan Hukum bagi Para Pihak
Perlindungan hukum dalam sengketa wanprestasi bertujuan menjamin hak dan kewajiban para pihak melalui penyelesaian di pengadilan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Perlindungan juga diberikan melalui ketentuan KUHPerdata tentang wanprestasi, ganti rugi, pembatalan, dan pemenuhan prestasi, sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya dan pihak yang diduga wanprestasi dapat membela diri melalui pembuktian.
Menurut penulis, perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga kepatuhan para pihak dalam melaksanakan KSO berdasarkan asas itikad baik, kepastian hukum, dan keadilan. Pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian dapat meminimalkan sengketa dan mendukung tercapainya tujuan kerja sama.
Berdasarkan Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, akibat wanprestasi dapat berupa ganti rugi, pembatalan, atau pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi sebaiknya diutamakan jika perjanjian masih dapat dilaksanakan karena sesuai asas pacta sunt servanda dan bermanfaat bagi para pihak. Namun, jika wanprestasi menghambat tercapainya tujuan perjanjian dan menimbulkan kerugian signifikan, ganti rugi atau pembatalan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum yang tepat.
Temuan Hukum (Legal Findings)
Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, penulis menemukan beberapa temuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Produksi Bijih Nikel, khususnya mengenai wanprestasi yang timbul akibat adanya sengketa lahan. Temuan hukum ini diperoleh melalui analisis terhadap fakta persidangan, pertimbangan hukum hakim, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta doktrin hukum perjanjian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.
Sengketa Lahan sebagai Faktor Utama Terhambatnya Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi
Temuan pertama menunjukkan bahwa sengketa lahan merupakan faktor utama yang menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi antara para pihak. Sengketa mengenai status penguasaan dan kepemilikan lahan menyebabkan kegiatan operasi pertambangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehingga tujuan kerja sama sebagaimana diperjanjikan tidak tercapai.
Menurut analisis penulis, keberadaan lahan yang bebas dari sengketa merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, pihak yang berdasarkan perjanjian berkewajiban menyediakan objek kerja sama memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa lahan yang digunakan tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan operasi. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka keadaan tersebut dapat menjadi dasar adanya wanprestasi.
Wanprestasi Terjadi karena Prestasi Tidak Dipenuhi Sesuai Isi Perjanjian
Temuan kedua menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perkara ini terjadi karena salah satu pihak tidak mampu melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, wanprestasi tidak hanya terjadi apabila seseorang sama sekali tidak memenuhi prestasi, tetapi juga apabila prestasi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Dalam perkara ini, hambatan akibat sengketa lahan berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan operasi pertambangan sesuai dengan isi kontrak. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, unsur-unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdata pada prinsipnya telah terpenuhi sepanjang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah di persidangan.
Pertimbangan Hakim Telah Mengacu pada KUHPerdata, Namun Masih Dapat Diperdalam
Temuan ketiga menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr telah mendasarkan pertimbangannya pada KUHPerdata, khususnya mengenai syarat sah perjanjian, kekuatan mengikat, dan akibat hukum wanprestasi, sehingga memiliki dasar yuridis yang jelas.
Namun, menurut penulis, pertimbangan hakim masih perlu diperdalam terkait penerapan asas itikad baik (good faith) berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, terutama mengenai pelaksanaan kewajiban secara jujur, terbuka, dan saling menghormati kepentingan para pihak.
Selain itu, pembagian risiko atas sengketa lahan perlu diperjelas agar dapat menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila objek perjanjian tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Putusan Memberikan Kepastian Hukum, Namun Belum Sepenuhnya Memenuhi Aspek Kemanfaatan
Temuan keempat menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim telah memberikan kepastian hukum dengan menetapkan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan KUHPerdata serta menyelesaikan sengketa sehingga status hubungan hukum menjadi jelas.
Namun, menurut penulis, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan aspek kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum Gustav Radbruch. Meskipun memberikan kepastian hukum, putusan belum tentu memulihkan hubungan kerja sama maupun tujuan ekonomi dalam Perjanjian KSO.
Dalam kerja sama pertambangan yang melibatkan investasi, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar, penyelesaian sengketa seharusnya mempertimbangkan kepastian hukum sekaligus keberlanjutan usaha dan kepentingan para pihak. Karena itu, renegosiasi atau pelaksanaan kembali kewajiban kontraktual dapat menjadi alternatif yang lebih bermanfaat jika masih memungkinkan.
Implikasi Hukum terhadap Perjanjian Kerja Sama Operasi di Bidang Pertambangan
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berpendapat bahwa setiap Perjanjian Kerja Sama Operasi di bidang pertambangan harus memuat pengaturan yang lebih rinci mengenai status hukum lahan, mekanisme penyelesaian sengketa, pembagian risiko, serta tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat berujung pada wanprestasi dan mengganggu keberlangsungan kerja sama.
Selain itu, para pihak perlu menerapkan asas kehati-hatian (prudential principle) sejak tahap penyusunan perjanjian dengan melakukan pemeriksaan terhadap legalitas lahan, status perizinan, serta potensi sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan demikian, tujuan kerja sama dapat tercapai tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
Kesimpulan Temuan Hukum
Berdasarkan seluruh hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa sengketa lahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr merupakan penyebab utama terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi yang kemudian menimbulkan dugaan wanprestasi. Meskipun Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan KUHPerdata sebagai dasar pertimbangan hukum, menurut penulis masih diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan asas itikad baik, pembagian risiko kontraktual, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Operasi di bidang pertambangan tidak hanya bergantung pada keabsahan perjanjian, tetapi juga pada kepastian status hukum lahan, kepatuhan para pihak terhadap isi perjanjian, serta penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian secara konsisten.

KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) pertambangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 711/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikat para pihak sesuai Pasal 1338 KUHPerdata. Namun, sengketa lahan menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sehingga menimbulkan wanprestasi. Pertimbangan hakim telah berlandaskan ketentuan hukum perjanjian dan wanprestasi, meskipun aspek itikad baik serta pembagian risiko dalam KSO masih dapat dianalisis lebih mendalam. Akibat hukum wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai KUHPerdata. Penelitian ini berkontribusi memperkuat kajian hukum perdata mengenai hubungan antara sengketa lahan dan wanprestasi dalam perjanjian kerja sama operasi pertambangan serta menegaskan pentingnya kepastian status hukum lahan sebelum pelaksanaan kontrak. Ke depan, penelitian empiris mengenai penerapan KSO di sektor pertambangan dan studi komparatif terhadap putusan pengadilan sejenis diperlukan untuk memperkaya pengembangan hukum kontrak dan meningkatkan kepastian hukum dalam praktik. 
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